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Pembahasan shripsi ini mengetengahkas peoelitian perikal tentang Ankum
(Atasan Yang Bevhak Mengbukum) dan Papera (Petwita Penyerah Perkara) dajam
proses penyelesaian Tiodak Pidana Militer yaitu Tindak Pidana Desersi yang
ceang lingkupnya terdapat pada TNI ifu sendiri dan si pelaku kejahatan adalah
anggota TNI yang masih berdinas aktif di jajaran TNI baik AD (Angkatan Dazat),
AL (Angkasen Laut), AU {Angletan Udara) tindak pidana militer itu sendiri
scbenaroya sangatiah banyak sesusi yang di atur di KUHPM dan UU 31 tahun
1997 tetapi kali ini yang penulis bahas adalah salah satu diantarasya yaitu tindak
pidana Desersi yang artinya adalah ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh
seorang militer pada suam tempat dan waktu yang diteatukan baginya demanadia
seharusnya bevads untuk mclaksarakan kewajiban dinas. Tindak pidana desersi
ini lermaswk dalam delik berianjut yang erat hubungannya dengan ketentuan yang
telah melewati bates waktu.

Untuk membakas hal terscbut satu persatu vanable yang penulis akan
kupas sccara gans besar yang pcrtama adalab Seorang Ankum yang pada
satudannya punya wewenang penuh datam pruses pewyelesaian suatu tindak pidana
Militer yaitu Oesersi seorang Ankum berhak menyidik perkara dan menjatuhkan
suatu tindakan hukum seperti perahanan di satuan bila si pelaku adalah seorang
anggota prajurit yang besada dibawah pimpinannya.

Dan seorang Papeta ialah Perwira Penyerah Perkara yang jabatannya lebih
linggi dari seorang Ankum di dalam suatu proses penyelesaian perkasa tindak
pidana militer Papera sangat bevperan untuk melakukan pengawasan dan
memerintahkan melakukan penyidikan, Paperalsh yang memerintahkan satuan
alu Ankum untuk melakukan pelimpalun berkas ke Oditur hngga sampai
Pengadilan Milster.

Sewctah dilakukan pewnclitian maka diketahui bahwa grOoses suatau tindak
pidana militer bukanla sepevii proses tiodak pidana umum lainya, karcna suatu
proses tindak pidana militer harus melewati herarki dan UU yang berlaku pada
tubuh TNI itu sendimi, Kktapi tujuan proses penyeicsaian tindak pidana milner sama
dengan proses penyelesaian tindak pidana umum sebab sama-sama untuk
menegakkan hukum di Indonesia dan bevguna untuk masyarakatnya.
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